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ABSTRAK

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui
prosedur pengujian penyalahgunaan wewenang
Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara dan
untuk  mengetahui implikasi ~ wewenang
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji
penyalahgunaan wewenang terhadap penegakan
hukum. Dengan menggunakan metode penelitian
normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. PTUN
dapat melakukan peninjauan kembali terhadap
keputusan tersebut. Dalam proses pemeriksaan,
pihak penggugat harus memberikan bukti yang
cukup untuk  mendukung Kklaim adanya
penyalahgunaan wewenang. Proses ini meliputi
pengumpulan dokumen, saksi, dan argumen
hukum. Jika PTUN menemukan bahwa telah
terjadi penyalahgunaan wewenang, maka PTUN
dapat memutuskan untuk membatalkan keputusan
yang dimaksud dan memberkan arahan kepada
instansi terkait unuk melakukan tindakan yang
sesuai. Prosedur ini memberikan perlindungan
hukum bagi individu atau kelompok yang merasa
dirugikan oleh tindakan administratif yang
dianggap tidak sah atau melanggar ketentuan
hukum. Proses di PTUN juga berfungsi sebagai
sarana pendidikan hukum bagi pejabat publik,
mendorong mereka untuk lebih hati-hati dan
transparan dalam menjalankan wewenangnya. 2.
Implikasi wewenang PTUN dalam menguji
penyalahgunaan  wewenang  vyaitu = PTUN
menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan
Pejabat Pemerintah ada unsur penyalahgunaan
wewenang dapat berlanjut pada proses pidana
(criminal process) sepanjang terbukti ada niat
jahat (mens rea).

Kata Kunci : PTUN, Penyalahgunaan Wewenang
Pejabat Pemerintahan

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pasca diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 (selanjutnya disebut
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dengan Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan) yang merupakan hukum materiil
dari sistem peradilan tata usaha negara,
memberikan perluasan perlindungan hukum bagi
rakyat atas tindakan sewenang-wenang atau
penyalahgunaan  kewenangan  oleh  aparat
pemerintah. Badan/pejabat pemerintahan dalam
melakukan tindakan/keputusan, terikat pada asas
legalitas dan menjadi subjek pengawasan dari
kekuasaan yudikatif. Meskipun demikian, dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah juga
diberikan ruang diskresi sebagai pelengkap dari
prinsip legalitas. Wewenang diskresi tidak boleh
lepas dari kerangka dasar hukum yang dapat
mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau
kekuasaan®.  Konsep dari  penyalahgunaan
wewenang dapat kita temui dalam Hukum
Administrasi Negara atau HAN.

Penyalahgunaan  wewenang  merupakam
konsep hukum administrasi yang banyak
menimbulkan salah paham dalam memahaminya.
Dalam praktiknya penyalahgunaan wewenang
sering dimaknai sebagai penyalahgunaan sarana
dan kesempatan, melawan hukum
(werrechtelijkhei, onrechtmatige daad), atau
bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan
yang melanggar aturan atau kebijakan apapun dan
dibidang apapun. Dengan menggunakan konsep
luas dan bebas ini, akan mudah menjadi senjata
penyalahgunaan wewenang yang lain dan justru
kebebasan bertindak pemerintah dalam
menghadapi situasi konkret (freies ermessen)
menjadi tidak ada artinya. Parameter “tujuan dan
maksud” pemberian wewenang dalam
menentukan terjadinya penyalahgunaan
wewenang dikenal dengan asas spesialitas
(specialiteisheginsel) ©. Untuk mengetahui apakah
perbuatan  pejabat  pemeritahan,  termasuk
penyalahgunaan wewenang maka harus melihat
dari mana asal sumber wewenang tersebut.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
merupakan  peradilan yang hadir  untuk
menyelesaikan perkara ataupun sengketa yang
berkenan dengan TUN terkait putusan badan atau
pejabat pemerintah yang diberikan kepada warga
masyarakat atau badan hukum perdata, sehingga
dengan adanya keputusan tersebut dapat
mempengaruhi  jaminan hak-hak asasi’. Di
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Indonesia, PTUN merupakan bagian dari
kekuasaan kehakiman yang secara struktur
organisasi berada dibawah Mahkama Agung dan
tidak berdiri sendiri seperti negara- negara sistem
civil law pada umumnya, karena berada dibawah
Mahkama Agung maka pembinaan teknis
peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial
pengadilan dilakukan olen Mahkama Agung.
Peradlan TUN, seperti halnya peradilan yang lain,
tentu juga menjalankan prinsip peradilan yang
bebas dan tidak memihak. Dari sudut ini, jelas
Peradilan TUN tidaklah berbeda dengan badan-
badan peradilan yang lainya di Indonesia®.
Kewenangan dari lembaga Peradilan Tata
Usaha Negara (PTUN) ialah  menerima,
memeriksa, memutuskan, dan member
penyelesaian terkait permasalahan yang diajukan.
Sebab memiliki kompetisi untuk mengadili
dengan menyelesaikan perkara TUN di tingkat
pertama sebelum adanya tingkat banding oleh
lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PT. TUN). Dari kewenangannya tersebut
lembaga PTUN menjadi sebuah wadah yang
menjunjung tinggi hak warga masyarakat yang
merasa dirinya dirugikan. Bukan hanya
menjunjung tinggi hak warga saja yang menjadi
sorotan utama dari lembaga PTUN melainkan ia
juga memiliki peran dalam menciptakan sistem
kepemerintahan yang aman dan bagus dengan
mengontrol administrasi pemerintah °. Oleh
karena itu, adanya lembaga ini masyarakat
menaruh harapan agar bisa menyelesaikan
sengketa yang berkaitan dengan TUN, vyaitu
antara badan atau pejabat pemerintah TUN
dengan masyarakat atauinstansi hukum perdata.
Jenis penyalahgunaan wewenang yang sering
terjadi di Indonesia adalah tindak pidana korupsi.
Tindakan penyalahgunaan wewenang dalam
tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
menguraikan unsur-unsur tindakan tersebut, yaitu
memiliki tujuan menguntukan diri sendiri atau
orang lain suatu korporasi, menggunakan
kewenangan, kesempatan, sarana yang didapatkan
dari jabatan atau kedudukannya sehingga
menimbulkan kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara. Menurut Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan
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menyalahgunakan wewenang dalam melakukan
tindak pidana korupsi tidak harus selalu berupa
dikeluarkannya keputusan yang bertentangan atau
menyalahi suatu aturan. Asalkan memenuhi poin-
poin tertentu, maka perbuatan tersebut dapat
dikatakan sebagai menyalahgunakan wewenang.
Poin-poin tersebut yaitu perbuatan itu melanggar
aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya,
memiliki maksud yang menimpang, dan
berpotensi merugikan negara®®.

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam
tindak pidana korupsi merupakan species delict
dari unsur melawan hukum sebagai genus delict
akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat
publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman
jabatan dalam ranah struktur keperdataan,
sekalipun korupsi dapat terjadi pada ranah
keperdataan melalui suap, gratifikasi dan lain-lain
yang bertujuan untuk melancarkan suatu kegiatan,
akan tetapi ujung tombak dari tindak pidana
korupsi tersebut adalah adanya penyalahgunaan
wewenang/kewenangan®t. Dalam proses
penegakan hukum banyak ditemukan unsur
“melawan hukum” dan “menyalahkan wewenang”
yang dibarengi dengan menyebutkan jumlah
“kerugian negara” sebagai dasar untuk mendakwa
seorang pejabat telah melakukan tindak pidana
korupsi semata-mata berdasarkan perspektif
hukum pidana tanpa mempertimbangkan bahwa
etika seorang pejabat melakukan aktifitasnya, ia
tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi.
Acapkali ditemukan pula unsur “merugikan
keuangan negara” dijadikan dugaan awal untuk
mendakwa seorang pejabat tanpa disebutkan
terlebih dahulu bentuk pelanggaranya'?.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki
kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan
memutuskan ada atau tidak adanya unsur
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh
Badan atau Pejabat TUN dalam menjalankan
pemerintahan.®®

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 menunjukan adanya kodifikasi hukum yang
mengatur mengenai praktek penyelenggaraan
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pemerintahan dan mengukuhkan keberadaan
PTUN untuk penyelengaraan penegakan hukum.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, lebih
banyak berisi pedoman internal bagi Aparatur
Sipil Negara didalamnya melaksanakan tugas dan
kewenangannya, serta tidak menyentuh pribadi
penguatan wewenang serta kedudukan PTUN,
dalam penegakan hukum Administasi*. Dengan
kata lain hukum adninistrasi negara bukanlah
hukum formal yang mengatur cara penegakan
hukum administrasi negara, melainkan substansif
yang merangkum pokok-pokok hukum
administrasi negara, dan menjadi sumber
wewenang, perintah pembatasan  dalam
melaksanakan  kewenangan, dan hukuman
terhadap pelanggaran administrasi.*®

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan
terjadi, jika seseorang memiliki wewenang tidak
sesuai dengan ketentuan atau norma hukum yang
berlaku yang melekat pada suau
kedudukan/jabatan  yang dipangkunya dan
dipergunakan secara keliru atau bertentangan
dengan maksud serta tujuan dari diberikannya
wewenang dari kedudukan aau jabatan tersebut.®

Penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Tata
Usaha Negara dapat disimak pada Sengketa Tata
Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dengan nomor  perkara
307/G/2016/PTUN JKT, dan yang menjadi
tergugat yaitu LAMBOK ROHANI
SITUMEANG, M.pd Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, melawan Gubernur Provinsi Daera Khusus
Ibukota Jakarta,dan pokok persoalan adalah
penerbitan objek segketa gugatan Penggugat
adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
yang diterbkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata
Usaha Negara berupa: Keputusan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta No. 2189 Tahun 2016
tanggal 27 September 2016 tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari
Jabatan Kepada Lambok Rohani Situmeang
Jabatan Kepala Seksi Dinas Pendidikan
Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi
Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan
penerbitan objek sengketa sengketa dalam perkara
a quo cacat formil dan telah menyalahgunaan
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Tentang Administrasi. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol
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kewenangan serta melanggar Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang baik, sehingga Majelis Hakim
dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan
bahwa karena terbukti menurut hukum penerbitan
objek sengketa in litis cacat yuridis, maka Majelis
Hakim berkesimpulan menurut hukum terhadap
gugatan Penggugat cukup beralasan untuk
dikabulkan seluruhnya.

Pedoman pada ketentuan Pasal 97 aya 9
huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara juga mewajibkan kepada Tergugat untuk
mencabut objek sengketa a quo Juncto Pasal 97
ayat (11) mewajibkan  Tergugat untuk
merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat
sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
petitum gugatan Penggugat; dan menjatuhkan
putusan untuk mencabut objek sengketa berupa
Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 2189 Tahun 2016
tanggal 27 September 2016 Tentang Penjatuhan
Hukuman Disipin Berat Berupa Pembebasan Dari
Jabatan Kepada Lambok Rohani Situmeang
Jabatan Kepala Seksi Dinas Pendidikan
Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi
Jakarta Pusat.

Menghukum Tergugat unuk
merehabilitasi/memulihkan nama baik penggugat
sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
sebagai Kepala Seksi Dinan Pendidikan
Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi
Jakarta Pusat.” Maka dari itu lewat kasus ini
dapat menjadi contoh dari tindakan sewenang
wenang yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata
Usaha Negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur Pengadilan Tata Usaha
Negara terhadap penyalahgunaan wewenang?

2. Bagaimana implikasi wewenang Pengadian
Tata Usaha Negara dalam  menguji
penyalahgunaan wewenang?

C. Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara
Terhadap Penyalahgunaan Wewenang.
Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang

adalah penggunaan kekuasaan yang dilakukan

oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dalam

pengambilan keputusan dan/atau pengendalian

tindakan  pemerintah, termasuk  kelebihan

Y PUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:
307/G/2016/PTUN JKT.



kekuasaan, pencampuran kekuasaan, dan/atau
pengertian dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan.®

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
berwenang untuk menerima, memeriksa, dan
memutuskan permohonan tersebut sebelum proses
pidana dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
(Perma) Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman
beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan
wewenang. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan
bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
hanya dapat menerima, memeriksa, dan
memutuskan permohonan penilaian setelah ada
hasil pengawasan dari aparat pengawasan intern
pemerintah. Putusan atas permohonan tersebut
harus diambil dalam waktu maksimal 21 (dua
puluh satu) hari kerja setelah permohonan
diajukan. Putusan PTUN dapat dilanjukan
banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
dalam waktu 14 hari kalender.

Dihitung sejak hari setelah  putusan
diumumkan bagi pihak- pihak yang hadir dan
sejak 14 hari kalender setelah dikirimkannya
pemberitahuan putusan bagi pihak- pihak yang
tidak hadir. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
wajib memutus permohonan kasasi paling lambat
21 hari kerja setelah memutuskan susunan
pengadilan.

Keputusan ini bersifat final dan mengikat dan
tidak ada tindakan hukum lebih lanjut yang dapat
diambil terhadap keputusan ini. Oleh karena itu,
dugaan  penyalahgunaan  kekuasaan  yang
dilakukan oleh instansi dan/atau  pejabat
pemerintah sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu
secara administratif kemudian berdasarkan
putusan pengadilan, penyalahgunaan kekuasaan
mencakup tiga unsur dalam ranah pidana yaitu
ancaman, suap dan tipu muslihat untuk
mendapatkan keuntungan, maka dugaan tersebut
diselesaikan dengan proses pidana. Apabila
pegawai pemerintah dipanggil oleh Aparat
Penegak Hukum (APH) seperti polisi, kejaksaan
atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas
dugaan  penyalahgunaan  wewenang maka
pimpinan  pejabat negara tersebut dapat
mengirimkan surat kepada Aparat Penegakan
Hukum  (APH) bahwa terdapat dugaan
penyalahgunaan wewenang tersebut sedang
dilakukan penyelidikan oleh Aparat Pemeriksa
Intern Pemerintah (APIP).

Pimpinan  pejabat  pemerintah  harus
mendasarkan segala tindakannya pada prosedur

18 https:www.ptun-denpasar.go.id/page/read/93  (di  akses
pada tanggal 1 Oktober 2024)

standar pengambilan keputusan dan/atau tindakan

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oleh

karena itu, menurut Undang- Undang Nomor 30

Tahun 2014, laporan dugaan penyalahgunaan

wewenang oleh pejabat pemerintah tidak bisa

diselidiki sebagai bagian dari proses pidana.

Selama penyalahgunaan weenang tersebut tidak

mengandung unsur tindak pidana maka hal

demikian adalah ranah administrasi dengan cara
penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat
yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat
yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan
weenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi
tegoran atau pemberhentian dengan berlakunya

Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014, yang di

atur dalam Pasal 87.

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai
sebagai:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup
tindakan faktual;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata
Usaha Negara di lingkungan eksekutif,
legislatif, yudkatif dan penyelenggara lainnya;

c. Berdasarkan ketentuan perundang- undangan

Besifat final dalam arti lebih luas

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan
akibat hukum dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga
Masyarakat®,

UUAP memberi beberapa peningkatan
kompetensi mutlak pada PTUN. Salah satunya
adalah kewenangan PTUN untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian unsur
penyalahgunaan weenang terhadap keputusan
dan/atau tindakan pejabat pemerintah
sebagaimana ditgaskan dalam Pasal 21 UUAP.
Dalam pengujian penyalahgunaan wewenang
memiliki pedoman beracara tersendiri dalam
PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman
Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan
Wewenang. Dalam UU PTUN menggunakan
istilah "gugatan” pada PERMA No. 4 Tahun 2015
menggunakan istilah "permohonan”.

Definisi permohonan dalam PERMA No. 4
Tahun 2015 tersebut, terjadi  keluasan
kewenangan bagi PTUN dalam menyelesaikan
sengketa TUN yang dirumuskan pada Pasal 1
angka 4 UU PTUN. Pada mulanya sengketa TUN
bersifat partai. Yaitu antara perseorangan atau

e
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badan hukum sebagai penggugat badan atau
pejabat TUN sebagai tergugat. Dalam PERMA
No. 4 Tahun 2015 sengketa TUN dalam UU
PTUN diperluas dengan bentuk permohonan yang
di ajukan oleh badan atau Pejabat Pemerintahan.
Sehinga mekanisme pengawasan Yyudisial yang
dilakukan oleh PTUN tidak hanya melalui
mekanisme suatu gugatan oleh perseorangan atau
badan hukum perdata, tetapi juga melalui
mekanisme suatu permohonan oleh Badan atau
Pejabat Pemerintahan.

Pola ini menurut sebuah kemampuan bagi
hakim PTUN untuk menanggalkan paradigma
pengujian dengan logika kalah dan menang.
Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang ini,
paradigm lebih berorientasi pada benar dan
tepatnya sebuah analisa atau kajian terhadap
materi yang dimohonkan.?

Pokok dalam PTUN dalam pengujian
penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan
subjek permohonan dan objek permohonan.
PERMA No. 4 Tahun 2015 tidak dijelaskan
secara tegas siapa menjadi pemohon. Tetapi
secara tidak langsung subjek yang menjadi
pemohon dalam pengujian unsur penyalahgunaan
wewenang dapat dilihat dari rumusan Pasal 21
ayat (2) UUAP dan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun
2015. Ketentuan demikian dilihakan bahwa
pemohon dalam pengujian unsur penyalahgunaan
wewenang adalah Badan dan/atau Pejabat
Pemerintah.

Prosedur penyalahgunaan wewenang di
PTUN vyaitu sebagai berikut: Objek permohonan
dalam hal ini yaitu Keputusan dan/atau Tindakan
Bada atau Pejabat Pemerintahan yang diduga
terdapat unsur penyalahguaan wewenang.

a) Kewenangan Pengadilan yaitu:

1. Pengadilan berwenang menerima,
memeriksa dan memutus permohonan ada
atau tidak ada penyalahgunaan wewenang
dalam keputusan dan/atau  Tindakan
pejabat pemerintahan sebelumnya adanya
proses pidana.

2. Pengadilan baru berwenang menerima,
memeriksa dan memutus permohonan ada
atau tidak ada penyalahgunaan wewenang
dalam keputusan dan/atau  Tindakan
pejabat pemerintahan setelah adanya hasil
pengawasan aparat pengawasan intern
pemerintah.

3. Permohonan diajukan kepada Pengadilan
yang wilayah hukumnya meliputi tempat
kedudukan pejabat pemerintahan yang

20 Mawardi, Irvan. (2016). Paradigma Baru PTUN, Respon
Peradilan ~ Administrasi  Terhadap = Demokratisasi.
Yogyakarta: Thafa Media, Hal 161.

menerbitkan keputusan dan/atau
melakukan tindakan (kompetensi relatif).
b) Pihak dalam permohonan, Pemohon adalah
Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil
pengawasan aparat pengawasan intern
pemerintah dan karenanya mengajukan
permohonan  kepada pengadilan  yang
berwenang berisi tuntutan agar keputusan
dan/atau tindakan dinyatakan ada atau tidak
ada unsur penyalahgunaan wewenang.
c) Materi Permohonan
1. Permohonan diajukan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon
atau kuasanya.
2. Permohonan memuat:
a. Identitas pemohon:
- Apabila badan pemerintahan

meliputi: nama badan
pemerintahan, tampat
kedudukakn dan nomor

telepon/faksimili/telepon
seluler/surat elektronik (bila ada).
- Apabila pemohon pejabat
pemerintahann  meliputi: nama
diri pejabat pemerintahan, tempat
tanggal lahir/lumur, pekerjaan,
jabatan, tempat tinggal dan nomor
telepon/faksimili/telepon
seluler/surat elektronik (bila ada)
b. Uraian secara singkat dan jelas
mengenai obyek permohonan berupa
keputusan dan/atau tindakan pejabat

pemerintah yang dimohonkan
penilaian.

c. Uraian yang menjadi dasar pemohon,
meliputi:
- Kewenangan pengadilan

sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 Nomor 4 tahun 2015
- Kedudukan hukum pemohon
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun
2015
- Alas an Permohonan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19
dan/atau Paksa 24 UU No. 30
Tahun 2014 diuraikan secara jelas
dan rinci.
d. Hal-hal yang dimohonkan untuk
diputus dalam permohonan:
- Dalam hal pemohon badan
pemerintahan:
1) Mengabulkan  Permohonan
Pemohon seluruhnya



2) Menyatakan Keputusan
danfatau  Tindan  Pejabat
Pemerintahan ada  unsur
penyalahgunaan wewenang

3) Menyatakan batal atau tidak
sah  keputusan  dan/atau
tindakan pejabat
pemerintahan

- Dalam hal pemohon pejabat
pemerintahan:

1) Mengabulkan  Permohonan
Pemohon seluruhnya

2) Menyatakan keputusan
dan/atau tindakan Pejabat
Pemerntahan tidak ada unsur
penyalahgunaan wewenang

3) Memerintahkan kepada
Negara untuk mengembalikan
kepada pemohon uang yang
telah dibayar, dalam hal

Pemohon telah
mengembalikan kerugian
negara sebagaimamana

dimaksud dalam Pasal 20
Ayat (4) dan Ayat (6)
Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014.

3. Dalam hal permohonan diwakili oleh

kuasanya, identitas pemohon dalam
permohonan diuraikan terlebih dahulu
diikuti identitas kuasanya.

Permohonan  ditanda tangani  oleh
pemohon atau kuasanya.

Permohonan yang diajukan kuasa hukum
wajib dilampiri surat kuasa Kkhusus
bermaterai  cukup, fotokopy kartu
advokat, fotokopy berita acara sumpah
advokat dan fotokopy Kkartu tanda
penduduk.

d) Tata Cara Pengajuan Permohonan
1. Permohonan dibuat paling sedikit rangkap

5 (lima), salah satu diantaranya asli dan
selebihnya Salinan atau fotokopy.

Permohonan selain diajukan dalam
bentuk tertulis juga diajukan dalam
format digital (soft file) yang disimpan
secara elektronik dalam compact disk
(CD) atau yang serupa dengan itu.

Permohonan diajukan kepada pengadilan
yang wilayah hukumnya meliputi tempat
kedudukan pejabat pemerintahan yang

menerbitkan keputusan dan/atau
melakukan tindakan melalui Kepaniteraan
(Meja 1).

Dalam hal pemohon berkedudukan atau
berada di luar negeri, permohonan
diajukan kepada Pengadilan TUN Jakarta.

5. Penitera wajib melakukan penilitian

administrasi permohonan dan memeriksa
kelengkapan alat bukti permohonan yang
bermaterai cukup (khusus alat bukti
surat), guna mendukung permohonan,
sekurang-sekurangnya berupa:
a. Bukti yang berkaitan dengan identitas
Pemohon:
1) Dalam hal pemohon badan

pemerintahan: fotokopy
keputusan dan/atau  peraturan
perundang-undangan tentang

pembentukan badan pemerintah
yang bersangkutan;

2) Dalam hal Pemohon badan
pemerintahan:  fotokopy kartu
tanda penduduk atau identitas lain
yang sah, keputusan
pengangkatan jabatan Pemohon
pada saat penerbitan keputusan
dan/atau tindakan yang dinilai

b. Fotokopy keputusan yang
dimohonkan penilaian dan hasil
pengawasan apparat intern

pemerintah (APIP) serta fotokopy
bukti surat atau tulisan lain yang
berkaitan dengan alasan permohonan.

c. Daftar calon saksi dan/atau ahli dalam
hal Pemohon bermaksud mengajukan
saksi dan/atau ahli.

d. Bukti-bukti  lain yang  berupa
informasi elektronik atau dokumen
elektronik bila dipandang perlu.

Dalam hal berkas pemohon dinilai
lengkap, berkas permohonan dinyatakan
diterima dengan memberikan tanda terima
berkas setelah panjar biaya perkara
dibayarkan melalui bank yang ditunjuk
untuk itu atau melalui mesin EDC (mesin
gesek kartu debit/kredit) yang tersedia;
Apabila  pemohonan dinilai  belum
lengkap, Panitera memberitahukan kepada
Pemohon tentang kelengkapan
permohonan yang harus dilengkapi dan
Pemohon wajib melengkapinya dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterianya peberitahuan berkas
belum lengkap.
Dalam hal kelengkapan permohonan tidak
dipenuhi, maka Panitera mengembalikan
berkas permohonan kepada Pemohon dan
menyatakan bahwa permohonan tersebut
tidak diregistrasi dalam buku register
perkara disertai dengan pengembalian
berkas permohonan.



9. Permohonan dapat diajukan Kembali
dengan permohonan baru disertai dengan
kelengkapan permohonan.

10. Permohonan yang sudah lengkap dan
memenuhi persyaratan dicatat dalam
Buku Register Perkara dan diberi nomor
perkara dengan kode permohonan:
“nomot urut”/P/PW/2015/PTUN-Dps.

11. Panitera memberikan akta sebagai bukti
pencatatan permohonan.

12. Dalam permohonan yang telah deregister
kemudian  dicabut, maka Panitera
menerbitkan Akta Pencabutan
Permohonan dan diberitahukan kepada
Pemohon disertai dengan pengembalian
berkas.

e) Alur Pemeriksaan

1. Panggilan sidang pertama disertai dengan:
a. Penetapan Hakim Ketua Majelis yang

membuat jadwal persidangan;

b. Perintah bagi Pemohon untuk
melengkapi bukti-bukti lain;

c. Perintah untuk mempersiapkan saksi
dan/atau ahli yang akan diajukan
dalam persidangan sesuai jadwal
persidangan yang telah ditetapkan,
dalam hal pemohon bermaksud
mengajukan saksi dan/atau ahli

2. Pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa
melalui proses dismissal dan pemeriksaan
persiapan.

3. Pemeriksaan  sidang  terdiri  dari:
pemeriksaan pokok permohonan;
pemeriksaan bukti surat atau tulisan;
mendengar keterangan saksi; mendengar
keterangan ahli; pemeriksaan alat-alat
bukti lain yang berupa informasi
elektronik atau dokumen elektronik.

4, Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara dapat diajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
dalam tenggang waktu 14 (empat belas
hari) kerja setelah putusan dibacakan atau
diberitahukan secara sah.

5. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara bersifat final dan mengikat.?

Subjek dan objek pengujian yang memenuhi

syarat sebagai syarat pemohonan dikabulkan atau
ditolak, sebaliknya jika subjek dan objek tidak
memenuhi syarat maka pemohonnya tidak di
terima (niet ontvankelijk). Pengujian
penyalahgunaan wewenang merupakan kopetensi

2 https:www.ptun-denpasar.go.id/page/read/93 (diakses
pada tanggal 6 November 2024)

absolute baru yang dimiliki oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara.?

B. Implikasi Wewenang Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Dalam Menguji
Penyalahgunaan Wewenang.

Suatu penerbitan keputusan (beschikking)
maupun tindakan pemerintahan dapat memiliki
implikasi baik dari segi hukum administrasi
maupun hukum pidana. Perpaduan antara hukum
administrasi dan hukum pidana terdapat dalam
keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah
apabila  terjadi  penyalahgunaan kekuasaan
(detorunement de pouvoir) yang menimbulkan
kerugian ekonomi negara. Pada prinsipnya
kesalahan administrasi tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun
apabila suatu kesalahan administrsasi disengaja,
berdampak buruk terhadap keuangan negara, dan
dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya atau
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka
hal tersebut merupakan pelanggaran hukum
pidana®,

PTUN mempunyai tugas dan wewenang
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

1. Memeriksa dan memutus Sengketa Tata
Usaha Negara di tingkat banding.

2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama
dan terakhir sengketa kewenangan mengadili
antara Pengadilan Tata Usaha Negara di
dalam daerah hukumnya.

3. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan di
tingkat pertama Sengketa Tata Usaha Negara
telah menempuh upaya administrasi berupa
banding administrasi atau keberatan dan
banding administrasi (Pasal 48 dan Surat
Edaran MA Nomor 2 Tahun 1991) dan dapat
mengajukan permohonan kasasi (ayat (4)).
Secara garis besar, tujuan pembentukan

peradilan TUN ialah untuk:

- Menyelesaikan sengketa antara pemerintah
dan warga negaranya, yaitu sengketa yang
timbul akibat dari adanya tindakan- tindakan
pemerintah yang dianggap melanggar hak-
hak warga negaranya.

- Menjadi salah satu sarana guna mewujudkan
pemerintah yang efesien, efektif, bersih,
berwibawa serta selalu  melaksanakan
tugasnya dengan  berdasarkan  kepada
hukum.?*

2Bob  Humanisar Simbolon.  Pengujian  Tindakan
Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Di Pengadilan Tata
Usaha Negara. Vol. 2. No. 2. Juni 2022.

2 Firna Novi Anggoro. Op.cit

2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara



Peradilan TUN itu sebenarnya dapat menjadi
salah satu sarana untuk mewujudkan good
governance di Indonesia?®. Merujuk pada Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 51 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada
pasal 1 angka 9 bahwa keputusan Tata Usaha
Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang
di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha
negara yang memuat tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Unsur- unsur yang terdapat di dalam rumusan
pasal ini yang dimaksud dengan Keputusan Tata
Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa
tata usaha negara adalah?®:

1. Suatu penetapan tertulis.

2. Dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat tata
usaha negara.

3. Berisi tindakan hukum atas tata usaha negara.

4, Bersifat konkret, individual dan final.

5. Menimbulkan akibat hukum yang merugikan
bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata?’
Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) di berbagai negara modern dunia,
khususnya yang tergabung dalam negara
kesejahtraan (welfare state) menjadi harapan
utama masyarakat untuk mempertahankan hak-
haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum
public pejabat administrasi negara atas keputusan
atau kebijakan yang dikeluarkanya.?®

Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha
Negara yaitu sepaya dapat memberikan rasa
keadilan di dalam masyarakat, dan peran dari
PUN dapat ditingkatkan sebagai bagian dari
public service pemerinta mengenai warganya
sehingga keseimbangan antara kepentingan
perseorangan maupun kepentingan umum dapat
terjamin dengan baik®.

Implikasi wewenang Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) yang menyatakan bahwa pejabat

% |rfan  fachruddin 2004. Pengawasan peradilan
Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: PT
Alumni. Hal . 220

% Made Martha Widyadnyana, | Wayan Suardana, Tinjauan
Yuridis Perluasan Subjek dan Objek Sengketa Dalam
Peradilan Tata Usaha Negara,(Bali, Univ. Udayana).
Him. 10.

27H. Yodi Martono Wahyunadi. Kompetensi Pengadilan
Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.
Jurnal konstitusi Vol. 12 No. 3 Tahun 2015, HIm. 5.

28 Hendrik Salmon. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang
Baik, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 (Oktober — Desember).
Him 18.

S, F. Marbun. 2003. Peradilan Tata Usaha Negara.
Yogakarta: Liberty. HIm. 37.

pemerintahan ~ melakukan  penyalahgunakan
wewenang memiliki  beberapa  konsekuensi
penting.

Fugsi Peradilan Tata Usaha Negara dapat
dilihat dalam tugas dan wewenangnya dalam
menilai penyalahgunaan wewenang. Menurut
Ateng Syafrudin sebagaimana di kutip dari
Nuryanto A. Daim, yang mengatakan bahwa ada
perbedaan antara wewenang dan kewenangan.
Wewenang merupakan suatu  “onderdeel”
(bagian) tertentu saja dari kewenangan yang mana
kewenangan disebut kekuasaan formal, yaitu
kekuasaan yang diberkan oleh undang- undang.
Dan di dalam kewenangan tersebut terdapat
wewenang- wewenang (rechtshe voegdheden).*

Ada beberapa hal yang Peradilan Tata Usaha
Ngara dalam Menilai penyalahgunaan wewenang
dalam menertibkan Keputusan Tata Usaha
Negara.  Menurut  Kutjoro  Purbopranoto
mengatakan harus ada dua syarat yang harus
dipenuhi oleh KTUN sehingga dianggap sah
sebagai suatu keputusan yang dikeluarkan oleh
pemerintah, dua syarat tersebut yaitu materil dan
syarat formil®®;

a. Syarat materiil, yaitu:

1. Alat pemerintahan yang membuat

keputusan harus bewenang (berhak):

2. Dalam kehendak alat pemerintahan yang
membuat keputusan tidak boleh ada
kekurangan yuridis (geen yuridiche
gebreken in de welsvorming):

3. Keputusan harus diberi bentuk (vorm)
yang di tetapkan dalam peraturan yang
menjadi dasarnya dan pembuatnya harus
juga memperlihatkan prosedur membuat
keputusan bilamana prosedur itu di
tetapkan dengan tegas dalam peraturan itu
(rechtmating):

4. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai
dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai
(doelmating).

b. Syarat formil, yaitu:

1. Syarat- syara yang ditentukan
berhubungan dengan persiapan dibuatnya
keputusan dan berhubungan dengan cara
dibuatnya keputusan harus dipenuhi;

2. Harus diberi bentuk vyang telah
ditentukan;

3. Syarat-syarat  berhubungan dengan
pelaksanaan keputusan itu dipenuhi;

30 Aju Putrijanti. Kewenangan dan Obyek Sengketa Peradilan
Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 32/2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, MMH 4 (Oktober 2015). HIm.
426

31 Sadjijono. 2011. Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi.
Yogyakarta: Laks Bang. HIm. 100-101.



4. Jangka waktu harus ditentukan antara
timbulnya hak-hak yang menyebabkan
dibuatnya dan diumumkannya keputusan
itu dan tidak boleh diluakan;
Ditandatangani oleh pejabat pemerintahan
yang berwenang membuat keputusan. Peralihan
pertanggungjawaban dari hukum administtrasi ke
hukum pidana terjadi apabila terdapat perbuatan
melawan hukum pidana (wederrechtelijkheid)
yang di dahului dan diikuti adanya niat jahat
(mens rea) dalam penerbitan keputusan maupun
tindakan pemerintahan. Utrecht menyatakan
bahwa salah satu alasan keidakabsahan suatu
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah
adanya kekurangan yuridis dalam pembentukan
kehendak alat negara yang mengeluarkan yang di
sebabkan oleh penipuan (bedrog), paksaan
(dwang). Dan salah kira (dwaling). Suatu
Keputusan Tata Usaha Ngara (KTUN) yang terbit
akibat salah kira (dwaling).*> Suatu Keputusan
Tata Usaha Negara (KTUN) yang di tertibkan
akibat salah kira (dwaling) dan paksaan (dwang)
maka tanggungjawabnya hanyalah  bersifat
adninistratif, sehingga konsekuensi hukum atas
KTUN tersebut adalah dapat di batalkan.®

Berbeda dengan KTUN yang ditebitkan
karena adanya unsur penipuan (bedrog) sehingga
telah ada niat jahat (mens rea) dalam penerbitan
keputusan maupun tindakan Pejabat
Pemerintahan. Oleh karena itu, setiap keputusan
dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang
dibentuk atas dasar adanya kepenttingan pribadi
(vested interest), dan penyalahgunaan wewenang
(detournament de pouvoir) yang berimplikasi
pada terjadiya kerugian negara, maka patut diduga
telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Pasal 21 UUAP menjadi payung hukum bagi

Pejabat Pemerintahan karena menjadi landasan
hukum untuk mengidentifikasi apakah suatu
keputusan dan/atau tindakan Pejabat
Pemeruntahan terdapat kesalahan administrasi
atau penyalahgunaan wewenang yang berujung
pada tndak pidana. Ada tindakan unsur
penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas
spesialitas (specisliteitsbeginsel) yakni asas yang
menentukan bahwa wewenang itu diberikan
kepada organ pemerintahan dengan tujuan
tertentu. Oleh karena itu, jika seorang Pejabat
Pemerintahan ~ melakukan  tindakan  yang

%2 Dian Puji Simatupang.  Akademisi: Pengambil Kebijakan
Publik Tak Dapat Di Pidana”,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/It531b60851cc2
1/akademisi--pengambil-kebijakan-publik-tak-dapat-
dipidana

33 Utrecht E. dan Djindang, Moh. Saleh . (disadur). (1990).
Pengantar Hukum Administrasi Negara, Cet. Kesembilan.
Jakarta: Ichitar Baru, p. 67.

menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang,
maka dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan
wewenang dan menjadi kompetensi absolute
PTUN. Dengan demikian, kompetensi absolute
PTUN wunuk menguji unsur penyalahgunaan
wewenang hanya berupa tanggung jawab Badan
atau Pejabat Pemerintahan atas kesalahan
administrative yang mengakibakan kerugian
negara.

Keberadaan Pasal 21 UUAP sebagai prinsip
kewenangan PTUN diatas meberikan
perlindungan bagi Pejabat Pemerintahan dalam
membuat keputusan dan/aau melakukan tindakan.
Hal ini tentu sesuai dengan asas Presumptio
lustae causa atau asas praduga rechtmating,
dimana dalam asas ini mengandung makna bahwa
setiap tindakan Pejabat Pemerintahan selalu
dianggap rechtmating (dianggap sah) sampai ada
pembatalannya. Dengan arti lain keputusan
dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah harus
dianggap benar dan segera dilaksanakan, kecuali
pengadilan  yang  berwenang  mentatakan
sebaiknya.®*

Adanya penempatan konsep penyalahgunaan
wewenang dalam konteks penyelenggaraan
pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUAP
sedangkan Pasal 3 UU Tipikor menempatkan
unsur penyalahpenyalah gunaan wewenang
sebagai  bestanddeel  delict  (delik inti)
sesunguhnya dapat berjalan secara parel. Dalam
ranah hukumnya keduanya memiliki asas hukum
dan pengaturan tersendiri, seperti dalam hukum
pidana dikenal asas “autonomie van het materiele
straftrecht” (hak otonomi hukum pidana materiil)
akan tetapi asas ini tidak boleh bertentangan atau
memasuki wilayah asas hukum lainnya, misalkan
asas dalam hukum administrasi.  Artinya
penerapan asas hukum jangan sampai terjadi
ketidakteraturan hukum (disorder law), karena
akan terjadi kesesatan dan kehancuran tatanan
hukum. Akan tetapi harus dipahami secara
konstruktif menuju kearah keutuhan tatanan
hukum yaitu dapat saling melengkapi.*

Paulus Effendi Lotulung mengatakan bahwa
di dalam penerapan hukum, persamaan presepsi
akan mewujudkan kepastian hukum, yang pada
gilirannya akan mencegah atau menghindari
disparitas putusan atau inkosistensi putusan
disebabkan hakim telah menerapkan standar yang

34 Fathudin. (2015). “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan
Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Prespektif
Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan)”, dalam Jurnal Cita Hukum
UIN Syarif Hidayatullah. II: 128.

% Yulius. (2015). “ Menyelisik Makna Penyalahgunaan
Wewenang  dalam  Undang-Undang  Administrasi
Pemerintahan Ditinjau dari Optik Hermeneutika Hukum”,
dalam Varia Peradilan. 360: 8-9.



tidak sama terhadap kasus atau perkara yang sama
atau serupa dengan perkara yang telah diputus
atau diadili oleh hakim sebelumnya.®®

Dengan demkian peneliti  berpendapat
implikasi putusan PTUN menyatakan bahwa ada
penyalahgunaan wewenang akan memberikan
ruang jalan berikutnya bagi proses pidana
khususnya dugaan atas Pasal 3 UU Tipikor.
Putusan PTUN yang menyatakan bahwa ada
penyalahgunaan wewenang sesungguhnya
menjadi alat bantu bagi proses pdana dikarenakan
penegak hukum tidak perlu lagi membuktikan
penyalahgunaan wewenang sebagai bestanddeel
delict (delik intik) yang ada pada Pasal 3 UU
Tipikor.

Berdasarkan hukum adminisrasi, Pejabat
Pemerintahan yang melakukan tindak pidana
korupsi khususnya Pasal 3 UU Tipikordapa
dipastikan telah melanggar norma perilaku
aparatur (gedragsnorm), karena Pejabat
Pemerintahan tersebut telah melakukan perbuatan
tercela aau melakukan tindakan maladministrasi.
Selain melanggar norma perilaku aparatur,
Pejabat ~ Pemerintahan  yang melakukan
penyalahgunaan wewenang dapat di kategorikan
melanggar norma pemerintahan salah satunya
dalam hal ini UUAP. Sehingga berlakunya sistem
“ low degree of differentiation” yaitu keberadaan
sanksi administrasi tidak menyampingkan sanksi
pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur PTUN terhadap penyalahgunaan
wewenang yaitu PTUN memiliki kewenangan
untuk menguji keputusan tata usaha yang di
ambil oleh pejabat administrasi negara. Jika
ada dugaan penyalahgunaan wewenang,
PTUN dapat melakukan peninjauan kembali
terhadap keputusan tersebut. Dalam proses
pemeriksaan,  pihak  penggugat  harus
memberikan  bukti yang cukup untuk
mendukung klaim adanya penyalahgunaan
wewenang. Proses ini meliputi pengumpulan
dokumen, saksi, dan argumen hukum. Jika
PTUN menemukan bahwa telah terjadi
penyalahgunaan wewenang, maka PTUN
dapat memutuskan untuk membatalkan
keputusan yang dimaksud dan memberkan
arahan  kepada instansi  terkait unuk
melakukan tindakan yang sesuai. Prosedur ini
memberikan  perlindungan hukum  bagi
individu atau kelompok yang merasa
dirugikan oleh tindakan administratif yang

% Lotulung, Paulus Effendi. (2013). Hukum Tata Usaha
Negara dan Kekuasaan. Jakarta: Salemba Humanika, P.
15-16.

dianggap tidak sah atau melanggar ketentuan
hukum. Proses di PTUN juga berfungsi
sebagai sarana pendidikan hukum bagi
pejabat publik, mendorong mereka untuk
lebih  hati-hati dan transparan dalam
menjalankan wewenangnya. Dengan
demikian, PTUN berperan penting dalam
menegakan prinsip keadilan dan kepastian
hukum dalam pengelolaan weenang oleh
pejabat negara.

2. Implikasi wewenang PTUN dalam menguji
penyalahgunaan wewenang VYaitu PTUN
menyatakan bahwa keputusan dan/atau
tindakan Pejabat Pemerintah ada unsur
penyalahgunaan wewenang dapat berlanjut
pada proses pidana (criminal process)
sepanjang terbukti ada niat jahat (mens rea).
Selanjutnya, implikasi hukum Putusan PTUN
yang menyatakan bahwa Keputusan dan/atau
Tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada
unsur penyalahgunaan wewenang, pada
dasarnya tidak dapat dilanjutkan pada proses
pidana, karena tidak terpenuhinya bestand
delict (delik inti) dari Pasal 3 UU Tipikor.

B. Saran

1. Mahkamah Agung perlu melakukan review
terhadap substansi PERMA No. 4 Tahun 2015
khususnya mengenai subjek permohonan dan
pembatasan kompetensi absolut PTUN untuk
menguji unsur penyalahgunaan wewenang
sebelum adanya proses pidana. Meskipun
putusan PTUN bersifat erga omnes (putusan
mengitan semua pihak) perlu juga Mahkamah
Agung menerbitkan PERMA yang memuat
ketentuan mengenai putusan PTUN yang
menyatakan seorang Pejabat Pemerintahan
tidak ada penyalahgunaan wewenang untuk
tidak dilanjutkan ke proses pidana.

2. APH agar memperhatikan asas lex posterior
derogat legi priori (perauran yang baru dapat
mengesampingkan peraturan yang lama)
terkait ~mekanisme penanganan dugaan
penyalahgunaan  wewenang agar lebih
mengedepankan peran APIP dan memberikan
kesempatan kepada Pejabat Pemerintahan
untuk terlebih dahulu melakukan pengujian
unsur penyalahgunaan wewenang kepada
PTUN.
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